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ABSTRAK

(A) Nama :
(B) Judul :

(C) Halaman : xiii+151+158+2024
(D) Kata Kunci : Notaris, Pemalsuan Akta Autentik, Tanggung jawab Jabatan
(E) Isi

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik,
sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat
umum lainnya. Pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah
masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, dapat
dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Dalam
praktiknya pejabat Notaris seringkali terlibat dengan perkara hukum baik
sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara
hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena
kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak
yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya atau telah
ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan
kerugian pada pihak lain. Terjadinya perkara semacam ini maka akan
menyebabkan Notaris harus menghadapi proses keluar masuk gedung
pengadilan untuk mempertanggung jawabkan akta yang telah dibuatnya serta
mempertanggungjawabkan jabatannya sebagai seorang yang berpofesi pejabat
Notaris, dikarenakan mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang
berwenang membuat akta autentik dimana dibuat setelah ditandatangani oleh
para pihak dan menjadi Dokumen Negara. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui keterlibatan Notaris dalam perkara pemalsuan akta autentik dan
upaya hukum pemulihan jabatan Notaris pada yang terlibat perkara pemalsuan
akta autentik. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan
bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta teknik pengumpulan data studi
kepustakaan (library research). Dianalisa dengan teknik analisis kualitatif. Hasil
penelitian ini menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya
berkewajiban untuk profesional dan tidak memihak serta memiliki integritas
yang baik dalam menjalankan jabatannya dalam menghasilkan akta autentik,
Pasal 16 huruf ayat (11) UUJN Perubahan menjelaskan Notaris yang melanggar
ketentuan dapat dikenai sanksi yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak
hormat. Kemudian dalam hal upaya hukum pemulihan jabatan Notaris yang
terlibat perkara pemalsuan akta autentik, dijelaskan bahwa pemulihan jabatan
dan hak Notaris setelah terjadinya Putusan Pengadilan menurut KUHAP yaitu
Notaris wajib mendapatkan pengantian kerugian dan rehabilitasi.

(F) Acuan : 56 (1985-2019)
(G)Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
(H)Penulis : Dofana Givanti
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ABSTRACT

(A) Name :  Dofana Givanti (NIM: 217221006)
(B) Title :  Involvement of Notaries in Cases of Forgery of Authentic

Deeds from the Perspective of Official Responsibility (Case
Study of North Jakarta District Court Decision Number
1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)

(C) Page : xiii+151+158+2024
(D) Keywords : Notary, Authentic Deed Forgery, Position Responsibility
(E) Contents:

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds, as
long as the making of authentic deeds is not reserved exclusively for other
public officials. The importance of the duties and position of a Notary in society
and the strength of the proof of the authentic deed he or she makes means that
the position of Notary is a position of trust. In practice, Notary officials are
often involved in legal cases either as witnesses or as suspects. The involvement
of a Notary in a legal case is due to an error in the deed he or she made, either
due to the Notary's own error or the error of the parties or one of the parties
who did not provide actual information or documents or there was an
agreement between the Notary and one of the parties which caused losses to
the party. other. The occurrence of a case like this will cause the Notary to have
to face the process of going in and out of the court building to be responsible
for the deed he has made and to be accountable for his position as a Notary
official, because remembering that the Notary is a public official who has the
authority to make authentic deeds which are made after being signed by the
parties. and become a State Document. The aim of this research is to determine
the involvement of Notaries in cases of forgery of authentic deeds and legal
efforts to restore the office of Notaries to those involved in cases of forgery of
authentic deeds. This research method uses normative research with primary,
secondary and tertiary legal materials as well as library research data
collection techniques. Analyzed using qualitative analysis techniques. The
results of this research explain that Notaries in carrying out their position are
obliged to be professional and impartial and have good integrity in carrying
out their position in producing authentic deeds. Article 16 letter paragraph (11)
UUJN Amendment explains that Notaries who violate the provisions can be
subject to sanctions, namely in the form of a written warning, temporary
dismissal, honorable dismissal or dishonorable dismissal. Then in terms of
legal efforts to restore the position of a Notary who is involved in a case of
falsifying an authentic deed, it is explained that the restoration of a Notary's
position and rights after a Court Decision according to the Criminal Procedure
Code means that the Notary is obliged to receive compensation for losses and
rehabilitation.

(F) Reference : 56 (1985-2019)
(G) Supervisor : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
(H) Author :  Dofana Givanti
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